
 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK 

PIDANA SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I 

BERUPA SABU-SABU 

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Maftukha 

NIM. C93216135 

 

 

 

 
 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  

Fakultas Syariah Dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam  

Program Studi Hukum Pidana Islam 

Surabaya  

2020 



 

ii 
 

 

 

 

 

 



 

v 
 

  



 

iii 
 

  



 

iv 
 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 

Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-

Sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mura Enim Nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre)” yang mana penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana 

sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu? Dan 

Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre 

tentang sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I 

berupa sabu-sabu? 

Dalam menjawab pertanyaan diatas, langkah awal yang dilakuakan oleh 

penulis ialah mengkaji dan meneliti untuk memecah masalah tersebut dengan 

menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yakni dengan teknik 

pengumpulan data dengan mentelaah putusan pengadilan negeri muara enim 

nomor 275/pid.sus/2019/pn.mre serta menggunakan buku-buku yang berkaitan 

dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk menganalisis penelitian 

menggunakan teknik deskriptif yang mana didalamnya menjelaskan mengenai 

kronologi kasus serta menggunakan teknik deduktif dengan memaparkan teori 

yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian memaparkan teori yang bersufat 

khusus yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan pengadilan 

negeri muara enim nomor 275/pid.sus/2019/pn.mre tentang tindak pidana sebagai 

perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak sesuai 

dengan asas legalitas. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) 

tahun. Dalam hal ini jelas bahwa hakim telah memutus perkara tersebut di bawah 

batas minimum pidana penjara yang telah ditentukan dalam pasal 114 ayat (1)  

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. kedua, menurut hukum 

pidana islam, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap 

terdakwa sudah sesuai dengan hukuman ta’zi >r, yangmana jumlah dan ukuran 

hukuman ta’zi>r itu sendiri diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada 

para penegak hukum khususnya hakim agar dalam mengambil keputusan lebih 

memperhatikan asas legalitas dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Narkotika merupakan istilah yang tidak asing lagi di Indonesia 

karena mengingat begitu banyak berita yang memberitakan tentang 

penggunaan narkotika dan begitu banyak korban-korban dari pengguna 

narkotika yang berasal dari berbagai kalangan usia, baik dari media cetak 

maupun media elektronik.1 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat 

mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan 

ketergantungan,yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana 

terlampir dalam undang-undang ini.2 

Narkotika dan psikotropika juga dalam sejarah telah dikenal 

dalam peradaban, yang mana pada awalnya hanya digunakan untuk 

kesehatan tetapi pada zaman sekarang ini narkotika dan psikotropika 

bukan hanya dijadikan sebagai obat melainkan disalahgunakan untuk 

kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktifitas manusiaan, 

yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karena peredaran 

narkotika dan psikotropika secara illegal, yang pada akhirnya menjadi 

                                                           
1 Sujono dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1. 
2 UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika 
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perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu 

nomenklatur baru dalam kejahatan, yaitu kejahatan narkoba.3 

Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan 

kemanusiaan yang berat dan memiliki dampak yang luar biasa bagi 

generasi muda. Oleh karena itu narkotika dan psikotropika termasuk 

dalam kategori tindak pidana khusus, dikatakan demikian juga karena 

ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya 

menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus karena 

tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar 

penggaturannya. melainkan memiliki undang-undang sendiri, yaitu 

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.4 

Perundang-undangan dalam bidang narkotika dan psikotropika ini 

merupakan bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia yang 

bertujuan untuk merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi 

internasional, dan membawa dampak negatif yang luar biasa, khususnya 

di bidang kemanusiaan.5  

Dasar dari dibuatkannya undang-undang narkotika ialah tidak lain 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan tujuan 

di buatkannya undang-undang narkotika ialah: menjamin ketersediaan 

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan 

                                                           
3 Syaiful Bakhri,  Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Suatu Kebijakan Melalui Kebijakan 

Hukum Pidana, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 1. 
4 Kaligis dan Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), 63 
5 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika..., 13. 
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menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, 

memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan 

yang terakhir ialah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.6 

Seperti pada kasus yang terjadi di Jalan Durian Kelurahan Pasar II 

Kecamantan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Pada Putusan 

Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre. 

Dalam kasus tersebut berawal dari saksi Rendi Karyo Bin Rismi Sopan 

(dalam berkas perkara terpisah) yang minta tolong kepada Imam Suranto 

Als Yanto Bin Sopian untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian 

terdakwa Imam memesan dengan cara menelpon saudara Iis, setelah itu 

saudara Iis langsung mengantarkan pesanan terdakwa, kemudian pada 16 

januari 2019 saksi Rendi Karyo datang kekontrakan terdakwa Imam 

Suranto untuk mengambil narkoba yang telah ia pesan sebelumnya. 

Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rendi Karyo lalu terdakwa 

mengajak saksi Rendi Karyo masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil 

dan memaki narkotika yang telah di pesan saksi Rendi Karyo dengan 

harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

Berdasarkan perbuatannya tersebut, Imam Suranto Als Yanto Bin 

Sopian dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 

Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 

sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan 

                                                           
6 Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 28-

30. 
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apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan.7 

Dari permasalahan diatas, yang menarik pada Putusan Nomor 

275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre untuk dilakukan penelitian ialah karena pidana 

penjara yang telah di putus dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. 

mre berada di bawah ketentuan minimum. Seperti yang telah diatur dalam 

pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika, yang mana pada pasal tersebut penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) 

sedangkan dalam putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre hanya di 

putus 2 (dua) tahun penjara sedangkan untuk dendanya tidak ada masalah 

karena telah sesuai dengan batas pidana denda paling sedikit. Yakni, Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar). hal tersebut tentu bertentangan dengan asas 

legalitas sebagaimana tercantum dalam KUHP pasal 1 ayat (1). Asas 

legalitas ialah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 

Berdasarkan KUHP Pasal 1 ayat (1) asas legalitas tentang putusan 

hakim dibawah ketentuan minimal itu tidak boleh, karena hal tersebut 

telah sudah menjadi ketentuan normatif, dan didasarkan pada kepastian 

hukum hanya berpegang pada aturan tertulis seperti undang-undang. Jadi, 

apabila ada undang-undang yang mengatur tentang batas minimal pidana 

terhadap suatu tindak pidana maka harus ditaati. 

                                                           
7 Direktori Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre. 
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Dalam prespektif hukum pidana Islam, tindak pidana narkotika 

atau penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad, karena tidak 

disebutkan secara tegas atau langsung dalam al-Qur’an maupun hadis. 

Narkoba juga tidak ada pada zaman Rasulullah saw., yang ada pada saat 

itu adalah khamr. Adapun sanksi bagi tindak pidana narkotika menjadi 

wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman ta’zi >r kepadanya sebagai 

akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan terhadap larangan Allah 

swt.8 

Dalam al-Qur’an hanya terdapat larangan meminum khamr yang 

menunjukkan ke haramannya, hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah 

al-Maidah (5: 90); 

ن وْ  ا يُّها   اي   يْن  آم  مْر   إ نَّما   الَّذ  يْ  الْخ  الْم  جْس  م   و  الأ نْصا ب  والْأ زْلا م  ر  ر  و  نْ س 

وْ  ل  الشَّيْطا ن  ف اجْت ن ب وْه  ل ع لَّك مْ ت فْل ح  نْ ع م   

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”9 

Sedangkan Dalam hukum islam sendiri sebab salah satu ‘illat di 

haramkannya narkoba ialah memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam 

hadis Nabi: 

مْر   رٍ خ  سْك  ام  و   ك لْ م  ر  مْرٍ ح  ك لُّ خ   

                                                           
8 Ahamd Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, 

Jurnal Hunafa, Vol 6, No 2, (Agustus, 2009), 220. 
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2004), 123.   
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“setiap yang memabukkan adalah Khamr dan setiap khamr adalah 

haram.” 

Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian 

bermetamorfosa dalam bentuk yang lebih canggih yang pada saat ini 

lazim disebut dengan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dan dengan 

alasan itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan penjatuhan 

sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. 

Seperti menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa 

sanksi hukuman tindak pidana narkotika ialah hukuman hadd, seperti 

halnya sanksi hukuman bagi peminum khamr. Sedangkan ulama yang 

tidak menganalogikan narkoba dengan khamr ialah Wabah Zuhayli yang 

berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika 

ialah ta’zi >r, mereka berpendapat karena narkoba tidak ada pada zaman 

Nabi Muhammad saw., narkoba juga tidak ada dalam al-Qur’an dan hadis, 

selain itu narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya khamr. 

Selanjutnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi hukuman 

bagi tindak pidana narkotika ialah ta’zi >r karena narkoba lebih berbahaya 

dibandingkan bahaya khamr.1 0 

Ta’zi >r ialah hukuman yang belum ditentukan oleh shara’ dan untuk 

penetapan pelaksanaanya diserahkan kepada uli al-amr (penguasa) sesuai 

bidangnya. Contohnya, untuk menetapkan hukuman maka yang 

                                                           
1 0 Ahamd Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam…, 228. 
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berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang 

untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.1 1 

Diriwayatkan dalam salah satu hadis tentang orang-orang yang 

ikut terlibat dalam proses khamr termasuk dalam menjadi perantara jual 

belinya, karena (Narkotika disamakan dengan khamr dalam hal sama-

sama memabukkan); 

ن   د ث ن ا ع بْد اللّ   بْن  م  مٍ ع ن  ث ب يْبٍ بْن  ب س رٍ ع نْ ا ن سٍ ح  عْت  ا ب ا ع اص  يْرٍ ق ال  س م 

ل يْ  ل ي اللّ   ع  س وْل  اللّ   ص  ال كٍ ل ع ن  ر  ة  بْن  م  مْر  ع ش ر  لَّم  ف يْ الْخ  س  ه ا  ه  و  ر  ع اص 

وْل   حْم  الْم  ا ق ال  و  ب ه  ش ار  ه ا و  ر  عْت ص  م  ا و  ن ه  ل  ش م  ا ك  ا و  ب ان ع ه  ا و  س اق ي ه  ة  ا ل يْه  و 

الْ  او  ل ه  ام  ح  اة  ل ه  و  شْت ر  لْم  ا و  ي  ل ه  شْت ر   

“Rasulullah SAW telah melaknat kepada 10 (Sepuluh) orang 

(kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: Pembuatnya, 

pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, 

penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.” 

Dari hadits diatas telah jelas bahwa Mengkonsumsi, memakai, 

menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli dan 

mengedarkan narkotika merupakan suatu perbuatan yang diharamkan 

dalam islam dan di larang oleh undang-undang, sedangkan sanksi 

hukuman yang dikenakan ialah sanksi ta’zi >r yang diperberat dengan diyat, 

mengingat begitu besar bahayanya bagi masyarakat, bangsa dan agama. 

Bedasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan 

tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sebagai Perantara Jual Beli 

                                                           
1 1 Sahid, Epistemologi hukum pidana islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2-3. 
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Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Muara Enim Momor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre)” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam sekripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sebagai Perantara 

Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Muara Enim Momor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre)” 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kronologi kasus tindak pidana sebagai perantara jual beli 

narkotika dalam putusan nomor: 275/pid.sus/2019/pn. Mre 

b. Perbedaan sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli 

narkotika dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana 

Islam 

c. Unsur-unsur tindak pidana  memakai dan menjadi perantara 

dalam jual beli narkotika menurut hukum positif 

d. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana sebagai 

perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 

275/pid.sus/2019/pn. Mre 

e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana 

sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor: 

275/pid.sus/2019/pn. Mre 
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2. Batasan Masalah 

a. Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana sebagai 

perantara dalam jual beli narkotika dalam putusan nomor: 

275/pid.sus/2019/pn. Mre  

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi sebagai 

perantara dalam jual beli narkotika dalam Putusan Nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Latar belakang 

diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan 

negeri muara enim nomor: 275/pid.sus/2019/pn. Mre tentang 

sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika 

golongan I berupa sabu-sabu? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam putusan pengadilan negeri muara enim nomor: 

275/pid.sus/2019/pn. mre tentang sanksi tindak pidana sebagai 

perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupan ringkasan tentang penelitian terdahulu 

yang telah diteliti dan bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

hubungan keterkaitan topik dengan penelitian-penelitian terdahulu 

sehingga diharapkan  tidak ada pengulangan materi secara utuh. 

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas tentang penyalahgunaan narkotika dan menjadi bahan 

referensi penulis, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Penelitian dari I’anatul Muhimmah pada tahun 2018 

berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana  

Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu (Studi putusan 

pengadilan Lumajang Nomor: 301/Pid.sus/2015/Pn.Lmj). dalam 

penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

memberikan saksi pidana denda yang dibawah ketentuan minimum 

dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun dan pidana denda Rp. 

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tentang tindak pidana narkotika 

dengan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009. padahal dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa pidana 

penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 

adalah Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar).1 2 

                                                           
1 2 I’anatul Muhimmah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual 

Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Pengadilan Lumajang Nomor: 

301/Pid.Sus/2015/Pn.Lmj).” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
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Kedua, Penelitian dari Deka Aryanti pada tahun 2018 berjudul 

Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg). Dalam 

penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika serta dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan tersebut 

telah sesuai dengan undang-undang  yang berlaku di Indonesia. Yakni 

dijatuhi pidana perjara 10 tahun (Sepuluh tahun) dan pidana denda Rp. 

2.000.000.000,- (Dua Miliar).1 3 

Ketiga, Penelitian dari Ana Khoirun Ni’mah pada tahun 2018 

berjudul Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/Pn Tlg 

Dalam Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Di 

Pengadilan Negeri Tulungagung Ditinjau Dari Hukm Islam. Dalam 

penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan hakim tentang saksi 

penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri  apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan undang-undang dan hukum pidana Islam atau belum, dan dalam 

putusan  hakim ini telah sesuai dengan undang-undang dengan 

menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan.1 4 

Keempat, Penelitian dari Dona Frian Ari Yunita pada tahun 2019 

berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif 

                                                           
1 3 Deka Aryanti, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

(Analisis Putusan Nomor: 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)”, (Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang, 

2018). 
1 4 Ana Khoirun Ni’mah, “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/Pn Tlg Dalam 

Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Tulungagung 

Ditinjau Dari Hukm Islam”, (Skripsi—IAIN Tulungagung, 2017). 
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Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/Pn.Sang Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika 

Golongan I (Satu) Terhadap Orang Lain. Dalam penelitian ini lebih 

mememfokuskan tentang apakah landasan hukum yang digunakan hakim 

pengadilan negeri saggau dalam menyelesaikan perkara tindak pidana 

penggunaan narkotika golongan I terhadap orang lain sesuai dengan 

hukum pidana Islam dan hukum positif, dengan ditinjau dari konsep 

keadaan darurat sebagai alasan penghapusan hukuman menurut hukum 

pidana Islam dan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana 

tersebut.1 5 

Berdasarkan beberapa uraian penelitian diatas, penulis ingin 

menunjukkan bahwa pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

berbeda  dengan pembahasan-pembahasan dari penelitian-penelitian 

diatas. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan hakim 

dalam memberikan sanksi pidana penjara pada tindak pidana sebagai 

perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang berada 

dibawah batas penjara paling singkat dan kaitannya dengan asas legalitas, 

karena dalam sekripsi dibahas oleh penulis bahwa seharusnya tindak 

pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I harusnya dihukum 

lebih berat daripada yang telah diputuskan oleh putusan hakim. 

                                                           
1 5 Dona Frian Ari Yunita, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sang Tentang Tindak Pidana 

Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Terhadap Orang Lain”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2019).  
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan 

pengadilan negeri muara enim nomor: 275/pid.sus/2019/pn. mre 

tentang sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika 

golongan I berupa sabu-sabu? 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri muara enim 

nomor: 275/pid.sus/2019/pn. mre tentang sanksi tindak pidana 

sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu? 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

berguna bagi semua pihak. Kegunaan dari hasil penelitian ini di 

klasifikasikan menjadi dua, yakni sebagai berikut: 

1. Aspek keilmuan (teoritis) 

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna 

menambah khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya dibidang 

sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika 
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golongan I berupa sabu-sabu. sehingga nantinya hasil penelitian 

ini dapat dijadikan rujukan kajian pustaka bagi peneliti lain. 

2. Aspek terapan (praktis) 

Secara praktisi, yang penulis maksud disini ialah hasi 

penelitian ini ditujukan kepada para penegak hukum. Agar dalam 

menjatuhkan hukuman dapat dijadikan rujukan terutama masalah 

narkotika, dengan adanya hal tersebut penulis sangat berharap 

agar terjamin hukum yang seadil-adilnya. 

G. Definisi Operasional 

Definisin operasional ini bertujuan untuk menghindari 

kesalahpahaman dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

maksud dari sekripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari 

judul sekripsi ini, yaitu: 

1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 

Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) ialah ilmu tentang hukum 

shara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan manusia yang 

dilarang beserta dengan hukumannya sesuai dengan dalil-dalil 

yang diambil secara terperinci.1 6 Hukum pidana Islam yang akan 

dibahas oleh penulis ialah tentang sanksi hukum pidana Islam 

                                                           
1 6 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9 
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mengenai tindak pidana menggunakan dan menjadi perantara 

dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu. 

2. Sanksi Tindak Pidana  

Sanksi ialah suatu hukuman sebab akibat atau merupakan 

suatu balasan kepada tindakan kriminal yang telah dilakukan 

sehingga di harapkan dengan adanya hukuman tersebut orang 

menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.1 7  

Sedangkan tindak pidana ialah semua perbuatan yang 

diharamkan, perbuatan yang diharamkan ialah tindakan yang 

dilarang atau dicegah  oleh shara’ dan apabila perbuatan yang 

dilarang tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman 

berupa penderitaan badan atau harta.1 8 Jadi, yang di maksud 

dengan sanksi tindak pidana ialah hukuman yang diberikan kepada 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang 

baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. 

3. Jual Beli Narkotika Golongan I 

Jual Beli ialah merupakan suatu transaksi tukar menukar 

barang dengan barang yang memiliki nilai atau barang dengan 

uang, yang mana salah satu diantaranya ialah menjual barang dan 

pihak lain membelinya dengan kesepakatan. 

                                                           
1 7 Moh Makmum, Hukum Pidana Islam Teori Dan Implementasi, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2018), 1-2. 
1 8 Ibid., 5. 
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Narkotika golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat 

tinggi mengakibatkan ketergantungan.1 9 

4. Perantara  

Perantara ialah merupakan penghubung antara penjual dan 

pembeli, dan dalam melakukan tindakannya tersebut  seseorang 

itu mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara atau penghubung 

antara penjual dan pembeli dan barang tersebut berupa narkotika. 

Maka, orang tersebut dapat digolongkan menjadi perantara dalam 

jual beli narkotika.2 0 

H. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka langkah 

awal yang dilakukan oleh penulis ialah mengkaji dan mentelah penelitian 

ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan metode 

kualitatif atau penelitian kepustakaan yakni dengan teknik 

pengumpulan data dengan mentelaah putusan pengadilan negeri 

muara enim nomor 275/pid.sus/2019/pn.mre serta menggunakan buku-

buku yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk 

menganalisis penelitian menggunakan teknik deskriptif yang mana 

                                                           
1 9 UU No.  35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika 
2 0 Sujono dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang…, 257 
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didalamnya menjelaskan mengenai kronologi kasus serta 

menggunakan teknik deduktif dengan memaparkan teori yang bersifat 

umum terlebih dahulu kemudian memaparkan teori yang bersifat 

khusus yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre.2 1  

2. Sumber data 

a. Sumber primer 

Sumber data primer merupakan sumber utama yang 

digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber 

data primer yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Negeri 

Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi 

tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I 

berupa sabu-sabu yang di peroleh langsung dari direktori putusan 

pengadilan negeri muara enim. 

b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber tambahan yang diambil 

dari bahan pustaka maupun literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Seperti: UU No. 53 Tahun 2009 Tentang 

Narkotiaka, buku-buku yang berkaitan dengan narkotika, dasar 

hukum Alquran dan hadis, artikel serta literatur-literatur yang 

menjelaskan mengenai tindak pidana narkotika. 

 

                                                           
2 1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5. 
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3. Teknik pengumpulan data 

a. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini ialah teknik dengan cara mencari 

data melalui membaca dan menelaah dokumen dari putusan 

pengadilan negeri muara enim nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre 

tentang sanksi tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli 

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. 

b. Teknik kepustakaan 

Mengkaji putusan pengadilan muara enim nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana sebagi 

perantar jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu 

berdasarkan literatur-literatur atau buku yang berkaitan dengan 

topik permasalahan yang telah dirumuskan. 

4. Teknik pengelolaan data 

a. Editing, yang dimaksud editing disini ialah melakukan 

pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan yang berkaitan dengan narkotika berdasarkan 

hukum pidana islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2009. 

b. Organizing, ialah penulis melakukan penyusunan kembali 

terhadap data yang telah dikumpulkan atau terhimpun dalam 

rangka memuat kerangka dan rumusan masalah yang sistematis.2 2 

Dalam hal ini penulis telah mengklasifikasikan data yang 

                                                           
2 2 Sugiyo, Metodologi Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

 
 

dibutuhkan sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis 

data. 

c. Analyzing, ialah melakukan analisis deskriptif hukum pidana 

islam terhadap sanksi tindak pidana menjadi perantara jual beli 

narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009. 

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis dalam sekripsi ini menggunakan teknik deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif, ialah teknik analisis dengan cara 

Data yang dikumpulkan disusun secara lengkap dan sistematis 

kemudian memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk 

ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, 

penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang telah 

diperoleh. Dalam hal ini ialah mengenai putusan pengadialn negeri 

muara enim nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang tindak pidana 

sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu, 

yang kemudian di analisis dengan hukum pidana islam dan hukum 

pidana positif Indonesia yang berguna untuk menjawab permasalahan 

yang ada. 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan dalam sekripsi ini ialah sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, dalam bab ini merupakan pendahuluan yang memuat 

tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 
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masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, sistematika penelitian. 

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori tindak pidana 

menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk 

bukan tanaman dalam prespektif hukum pidana Islam. Yakni meliputi 

sebagai berikut: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, dan sanksi 

hukumannya serta kaitannya dengan asas legalitas dalam putusan 

pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre. 

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang memuat tentang data 

penelitian berupa putusan pengadilan negeri muara enim nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana sebagi perantara 

jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu. 

Bab Keempat, merupakan pembahasan yang memuat tentang 

tinjauan hukum pidana positif  terhadap pertimbangan hakim tentang 

saksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I 

berupa sabu-sabu dalam putusan pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. 

Mre dan memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi 

tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa 

sabu-sabu dalam putusan pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre.  

Bab Kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang memuat 

tentang kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan 

masalah dan saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum.  
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BAB II 

TA’ZI<R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Pengertian Ta’zi>r  

Secara etimologi Ta’zi>r merupakan kata jadian, dari fi’il madly, 

‘azzara. Sedangkan secara bahasa ialah berarti pendidikan (al-ta’dib). 

Kata ta’zi>r sendiri terkadang diartikan dengan al-man’u (mencegah). 

Sedangkan ta’zi>r secara terminologi adalah menghukum atau mengambil 

tindakan atas perbuatan dosa yang didalamnya tidak terdapat ketentuan 

sanksi atau hukumannya dalam al-Qur’an dan hadis, baik perbuatan 

tersebut berhubungan dengan sesama manusia maupun berhubungan 

dengan hak Allah, yang mana bertujuan agar perbuatan terpidana tersebut 

tidak kembali dilakukan lagi.2 3 

Ta’zi>r adalah jenis sistem sanksi pilihan yang telah ditentukan 

dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas 

tertinggi dan atau/terendah.2 4 

Sedangkan pengertian ta’zi>r secara terminologi yang lain 

dikemukakan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud ta’zi>r ialah hukuman 

pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 

(maksiat) diamana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) 

                                                           
2 3 Fuad Thohari, Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam (hudud, qishash, dan 

ta’zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 265. 
2 4 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-dasar hukum acara jinayah, (Jakarta: KENCANA, 

2016), 4. 
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atau telah ditentukan hukumannya akan tetapi tidak terpenuhi syarat 

dijatuhkan sanksi hadd.2 5 

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, ta’zi>r ialah hukuman yang tidak 

ada ketentuannya dalam nash, yang mana ta’zi>r merupakan kebijakan dari 

pemerintah.2 6 

Hukuman takzi>r dapat dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan 

yang termasuk dalam golongan hukuman hudud, akan tetapi ada alasan 

untuk mengecualikannya misalnya, ada keraguan dalam bukti, pencurian 

ringan, dan lain-lain. Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) akan 

tetapi tidak ditentukan hukuman tertentu misalnya, makan daging babi, 

mengurangi timbangan dan lain-lain. Selain itu hukuman ta’zi>r juga dapat 

dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan 

umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya, pelanggaran lalu 

lintas, pemberantasan korupsi dan lain-lain.2 7 

Dengan demikian, definisi ta’zi>r ialah hukuman yang tidak 

ditentukan dalam al-Qur’an maupun hadis yang berkaitan dengan hak 

Allah dan hak sesama manusia, yang mana berfungsi sebagai pengajaran  

kepada terpidana dan mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang 

sama secara berulang. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa atau 

                                                           
2 5 ibid., 266. 
2 6 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 13. 
2 7 Ibid., 13-14. 
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maksiat yang tidak ada sanksi atau hukumannya didalam al-Qur’an atau 

hadis maka harus di hukum dengan hukuman ta’zi>r.2 8 

B. Dasar Hukum Ta’zi>r 

Dalil nash al-Qur’an tentang ta’zi>r yang menjadi dasar sanksi bagi 

sebagian perbuatan maksiat yang tidak memenuhi ketentuan sanksi hadd 

adalah diberlakukan sanksi sesuai dengan al-Qur’an Sebagai berikut:  

Allah swt berfirman dalam surat al-maidah /5:33 yang berbunyi: 

ب وْن  اللّ   و  إ   ار  يْن  ي ح  اء  الَّذ  ز  ا ج  س وْ نَّم  ي سع وْن  ف ىْ الْا رْض  ر  ل ه  و 

لا فٍ ف س اد اا نْ يُّق ت ل وْا نْ خ  مْ م   ل ه  ا رْج  م و  يْه  لَّب وْاا وْت ق طَّع  ا يْد  ا وْي نْف وْا أ وْي ص 

ن   ر   م  مْ ف ىْ الْا خ  ت ه  زْي  ف ىْ الدُّنْي ا و  مْ خ  يْم  الْا رْض  ذ ل ك  ل ه  ة ع ذ اب  ع ظ   
 

“sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka 

dengan timbal balik, atau di buang dari Negeri (kediamannya). Yang 

demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan 

di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.”2 9 

 

Dari ayat diatas telah disebutkan 4 (empat) jenis sanksi hukuman 

yakni sebagai berikut: hukum bunuh, gantung, memotong anggota badan, 

dan diasingkan. 4 (empat) jenis hukuman di atas sudah jelas tidak bisa 

disamaratakan melainkan dilihat dari tingkat kejahatan yang telah 

dilakukan oleh terpidana dan hukumannya disesuaikan dengan perbuatan 

yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ulama hanafiah mengatakan, 

pensyariatan sanksi dalam bentuk penjara terdapat pada penggalan ayat, 

                                                           
2 8 Fuad Thohari, Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam…, 266. 
2 9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2004), 113.  
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“aw yunfau min al-ardl” (atau dibuang dari negeri tempat kediamannya). 

Yang dimaksud adalah memenjarakan terpidana.3 0 

Ulama Hanafiah mengatakan, pensyariatan sanksi dalm bentuk 

penjara pada penggalan ayat, “aw yunfau min al-ardh” (atau di buang dari 

negeri tempat kediamannya). Yang di maksud adalah memenjarakan 

terpidana. 

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdul Malik bin ‘Umair, sebagai 

berikut: 

 ل  وْ ق   نْ ع   ه  ه  جْ و   الل   م  رَّ ك   ى  ل  ع   ل  ئ  ]س   ال  ر ق  يْ م  بن ع   كْ ل  م  الْ د  بْ ي ع  و  ا ر  مَّ ل  

 س  يْ ل  و   ر  يْ ز  عْ لتَّ ا   نَّ ه  يْ ف   ش  ا ح  و  ف   نَّ ه   ال  ث، ق  يْ ب  خ   ق  ا س  ف   ل  ج  لرَّ ل   ل  ج  الرَّ 

د  ح   نَّ ه  يْ ف    

 
 “’Abdul Malik bin ‘Umair meriwayatkan, sahabat Ali ditanya 

tentang seseorang yang berkata kepada seseorang lelaki, “wahai orang 

fasik, wahai orang yang berperilaku buruk?” lalu dia menjawab, “dia 

harus di ta’zi>r,” atau dia berkata, “itu semua perkataan buruk yang di 

dalamnya terdapat sanksi ta’zi>r, dan tidak diberlakukan sanksi hadd” 

 

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nu’man bin Basyir, sebagai 

berikut: 

ى لَّ الل ص   ل  وْ س  ر   ال  : ق  ال  ا، ق  م  ه  نْ ع   الل   ي  ض  ر ر  يْ ش  بن ب   انْ م  عْ النُّ  ن  ع  

"ن  يْ د  ت  عْ م  الْ  ن  م   و  ه  ف   دٍ ح  ر  يْ غ   يْ ف   دا  ح   غ  ل  ب   نْ م  "م: لَّ س  و   ه  يْ ل  ع   الل    

 
“Diriwayatkan dari Al-Nu’manbin Basyir, Nabi Muhammad SAW. 

bersabda,”Barang siapa melakukan pidana yang bukan termasuk 

hudud, dia termasuk yang melampaui batas.” 

 

Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Burdah sebagai berikut: 

 

س وْ  ي   أ نَّه  س مع  ر  ار  لَّم  ع نْ أ ب يْ ب رْد ة  الْأ نْص  س  ل يْه  و  لَّى الل  ع  ل  الل  ص 

الل   د وْد  نْ ح  د ٍ م  ا طٍ إ لاَّف يْ ح  ة  أ سْو  د  ف وْق  ع ث ر   ي ق وْل  لا ي جْل د  أ ح 
                                                           
3 0 Fuad Thohari, Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam…, 268-269. 
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“Dari Abu Burdah Al-Anshari r.a bahwa beliau mendegar Rasulullah 

bersabda: Tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh cambukan kecuali di 

dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.” 

 

Dari beberapa hadis diatas, dapat di simpulkan bahwa hadis di 

atas menjelaskan tentang eksistensi hukuman ta’zi>r dalam syariat Islam. 

Seperti pada hadis yang pertama yang menjelaskan tentang seseorang 

yang berprilaku buruk harus di ta’zi>r dan tidak diberlakuan saksi hadd. 

Hadis kedua menjelakan tentang barang siapa ada seseorang yang 

melakukan kejahatan yang mana tidak termasuk dalam hukuman hudud, 

maka harus di ta’zi>r. Sedangkan untuk hadis yang ketiga menjelaskan 

tentang batas hukuman cambuk dalam hukuman ta’zi>r tidak boleh 

melebihi dari 10 (sepuluh) cambukan.3 1 

C. Macam-macam jarimah ta’zi>r 

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zi>r dibagi menjadi 2 

(dua) macam, yakni sebagai berikut: 

1. Jarimah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah 

2. Jarimah ta’zi>r yang menyinggung hak individu. 

Dilihat dari segi sifatnya, jarimah ta’zi>r dibagi menjadi 3 (tiga) 

macam, yakni sebagai berikut: 

1. Ta’zi>r karena melakukan maksiat 

2. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang dapat 

membahayakan kepentingan umum 

                                                           
3 1 Ibid., 268-271. 
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3. Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran. 

Dilihat dari macam-macam jarimah ta’zi>r dilihat dari segi dasar 

hukum atau penerapannya ta’zi>r dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni 

sebagai berikut: 

1. Jarimah ta’zi>r yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau 

qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada 

syubhat, seperti contoh pencurian yang tidak mencapai nisab 

2. Jarimah ta’zi>r yang jenisnya disebutkan dalam al-qur’an akan 

tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti contoh riba, suap 

dan mengurangi timbangan. 

3. Jarimah ta’zi>r yang baik jenis maupun hukumannya belum 

ditentukan dalam al-qur’an dan hadis. Dan jenis jarimah yang 

ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil amri, seperti 

contoh pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.3 2 

D. Macam-macam hukuman Ta’zi>r  

Hukuman ta’zi >r disesuaikan dengan kebijakan hakim dalam 

memandang setiap kemasiatan yang dilakukan kepada Allah yang tidak 

sampai dikenai sanksi hadd dan juga tidak ada kewajiban membayar 

kaffa>rat di luar pengecualian yang telah dikemukakan, misalnya 

mengkonsumsi minuman yang memabukkan, kesaksian palsu, melakukan 

tindakan mesum tanpa coitus, dan lain sebagainya yang tidak 

mendapatkan sanksi hadd. 

                                                           
3 2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225. 
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Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan hakim dapat berbentuk 

hukuman sebagai berikut: 

1. Hukuman penjara 

2. Hukuman berupa tamparan atau pukulan dengan tangan yang terkepal 

agar takut dan jera 

3. Hukuman berupa teguran secara lisan 

4. Hukuman mati. 

Menurut ulama malikiyah dan hanafiyah memperbolehkan 

hukuman ta’zi>r dalam bentuk hukuman mati, contohnya sanksi ta’zi>r 

bagi pelaku kejahatan yang telah berulang kali melakukan tindak 

pidana atau terbiasa melakukan kejahatan, liwat (seks sesama jenis 

atau sodomi), pembunuhan dengan benda tumpul menurut Ulama 

Hanafia.  

5. Hukuman berupa pengambilan atau penyitaan harta. 

Sebagian ulama tidak memperbolehkan ta’zi>r dengan mengambil 

atau menyita harta. Karena hal itu malah memberikan peluang pada 

orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang 

lalu untuk mepentingan dirinya sendiri. Ibni Taimiyah dan Ibnu 

Qoyyim menetapkan bahwa hukuman ta’zi>r dalam bentuk sanksi 

materi hanya di berlakukan dalam beberapa kasus.3 3 

Sementara itu, majelis ulama indonesia (MUI) mengeluarkan 

fatwa yakni, memperbolehkan Negara merampas harta yang diperoleh 

                                                           
3 3 Fuad Thohari, Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam…, 271-272. 
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dari hasil korupsi. Selain itu juga perampasan harta tidak menggantikan 

hukuman penjara atau hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. 

Dengan adanya fatwa tersebut, penegak hukum diharapkan tidak ragu 

menyita kekayaan para koruptor agar muncul efek jera.  

Menurut Ulama Malikiyah, tidak apa-apa jika hukuman ta’zi>r 

berupa mencoreng wajah atau di arak-ramai-ramai dengan menyebut 

kesalahan dan kejahatannya. 

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, hukuman ta’zi>r yang 

berupa hukuman dera atau cambuk batas minimalnya adalah 3 (tiga) kali 

cambukan. Namun bisa saja lebih sedikit dari tiga sesuai dengan individu 

perlaku, karena tidak ada batas tersendah untuk hukuman ta’zi>r. 

Adapun mengenahi tentang batas maksimal hukuman ta’zi>r para 

Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi’iyah, 

dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukuman ta’zir tidak boleh 

sampai melebihi hukuman hadd terendah. Sedangkan menurut ulama 

malikiyah berpendapat bahwa Imam boleh menghukum ta’zi>r dengan 

jumlah cambukan berapapun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil 

ijtihadnya, meskipun melebihi hukuman had tertinggi sekalipun.3 4 

 

 

 

 

                                                           
3 4 Ibid., 273. 
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E. Tujuan dan Syarat Hukuman Ta’zi>r 

Tujuan di lakukanya hukuman ta’zi>r ialah sebagai berikut: 

1. Preventif, sanksi ta’zi>r yang diberikan harus berdampak positif bagi 

orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama 

dengan perbuatan terhukum. 

2. Represif (membuat jera pelaku), sanksi ta’zi>r harus berdampak positif 

bagi terhukum, sehingga terhukum tidak melakukan kembali 

perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta’zi>r. 

3. Kuratif (islah), sanksi ta’zi>r harus mampu membawa perbaikan sikap 

dan perilaku terhukum dimasa yang akan datang. 

4. Edukatif, sanksi ta’zi>r harus dapat memberikan pengajaran atau 

pendidikan sehingga dapat memperbaiki pola hidup menjadi yang 

lebih baik dan akan menjahui perbuatan maksiat bukan hanya takut 

karena hukuman saja melainkan semata-mata karena tidak senang 

terhadap kejahatan.3 5 

Hukuman ta’zi>r hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi 

syarat sebagai  berikut: 

1. Berakal dan  melakukan kejahatan yang tidak memiliki ancaman 

hukuman hadd, Yang dimaksud dengan berakal adalah seseorang 

tersebut tidak dalam kondisi sakit secara mental (gila) dan kejahatan 

yang telah dilakukan bukan merupakan kejahatan yang diancam dalam 

hukuman hadd. 

                                                           
3 5 A. Djazuli, Fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam), (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), 190-191. 
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2. Baligh (dewasa), akan tetapi anak kecil yang sudah mumayiz juga di 

ta’zi>r. Namun bukan sebagi bentuk hukuman tetapi sebagai upaya 

untuk mendidik dan memberi pelajaran 

3. Atas inisiatif sendiri atau atas keinginannya sendiri dan bukan karena 

paksaan orang lain.3 6 

F. Asas legalitas 

Kata asas berasal bahasa arab yang artinya dasar atau prinsip, 

sedangkan legalitas berasal dari bahasa latin, yakni berasal dari kata lex 

(kata benda) yang artinya undang-undang. Kata legalitas  juga berarti sah 

atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, arti dari 

legalitas yakni keabsahan sesuatu menurut undang-undang.3 7 

Asas legalitas (principle of legality) berate asas yang menentukan 

bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana jika 

tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas legalitas 

juga dikenal dengan bahasa latin yakni nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih 

dahulu).3 8 

Asas legalitas memberi jaminan dasar bagi kebebasan individu 

dengan batasan aktivitas yang sangat jelas, selain itu asas legalitas juga 

melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk penyalahgunaan 

kekuasaan atau wewenang hakim dan para pihak yang berkuasa. Dengan 

                                                           
3 6 Fuad Thohari, Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam…, 274-275. 
3 7 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam…, 47. 
3 8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25. 
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aturan yang jelas maka setiap orang akan mengetahui perbuatan yang 

illegal dan konsekuensinya sanksi pidananya. Sehingga apabila seseorang 

berbuat pelanggaran kejahatan, maka hukumannya dianggap terjadi atas 

keinginannya sendiri.3 9 

Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal 

manusia melainkan juga bersumber dari ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an. Seperti pada QS. al-isra’ (17): 15 

yang berbunyi sebagai berikut: 

ن  اهْت د ي لا   م  ا و  ل يْه  لُّ ع  ا ي ض  لَّ ف إ نَّم  نْ ض  م  ه  و  ي ل ن فْس  ا ي هْت د  ف إ نَّم 

س وْلا   تَّى ن بْع ث   ر  ب يْن  ح  ع ذ  ا ك ن ا  م  م  ى و  أ خْر  زْر  ازر  ة  و  و  ر   ت ز 

 
 “Barang siapa berbuat sesuai kehendak (Allah), maka sesungguhnya 

itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat 

maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan tidaklah 

kami akan menyiksa (suatu kaum) sebelum kami mengutus (kepada 

mereka) seorang rasul.” 4 0 

 

Yang menjelaskan tentang ketetapan Allah yang berupa hukuman 

hanya berlaku bagi kaum yang telah didatangi oleh Rasulullah dan telah 

sampai kepada mereka peringatan (al-Qur’an). Hal tersebut juga 

bermakna sama dengan ketetapan Allah dalam QS. Al-An’am (6): 19 

yang berbunyi sebagai berikut: 

ى  إ ل ىَّ ه ذ ا  ق  لْ  ا  يُّ  ش  يْءٍ  ا  كْ ب  ر  ش  ه  اد  ة   ق  ل   الل   ش  ه  يْ د  ب  يْ ن  يْ  و  ب  يْ ن ك  مْ  و  أ  وْح 

نْ ب ل غ   ا  ئ  نَّ ك  مْ  ل  ت  شْ ه  د  وْ ن   ا  نَّ  م  ع   الل   ال  ه  ة  ا  خْ ر  ى  م  ك م ب ه  و  ر  ان  لأ  نْذ  الْق رْء 

  ن  وْ ك   ر  ثْ ا ت  مَّ م    يْء  ر  ب   يْ ن  نَّ ا  وَّ د  اح  وَّ  ه  ل  ا  و  ا ه  م  نَّ ا   لْ ق   د  ه  شْ لاَّا   لْ ق  

 

                                                           
3 9 Muhammad Tahmid Nur, Hukum pidana ideal kemaslahatan hukum pidana islam dan 

pembaruan hukum pidana islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 133. 
4 0 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2004), 283. 
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“Katakanlah (Muhammad), siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? 

Katakanlah, “Allah, menjadi saksi antara aku dan kamu dan Al-

Qur’an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi 

peringatan kepadamu dan orang yang sampai (Al-Qur’an kepadanya). 

Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan selain bersama 

Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi .” Katakanlah 

sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas 

diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).” 4 1 

 

Dari ayat-ayat al-Qur’an yang telah di paparkan diatas mengenai 

ayat “legalitas” tersebut membuktikan bahwa keadilan Tuhan untuk tidak 

berbuat semena-mena, meskipun itu kepada makhluk ciptaan-Nya 

termasuk juga manusia. Jika Allah berkehendak maka hal itu bisa saja 

dilakukan, akan tetapi Allah tidak melakukannya karena Allah maha adil 

dan agar menjadi contoh bagi manusia dalam menjunjung tinggi nili-nilai 

keadilan.4 2 

Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam syariat 

Islam telah dikenal penerapan asas legalitas di dalam pemberlakuan 

hukum, terutama di dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang 

berhubungan langsung dengan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. 

Aturan tersebut juga telah membuktikan bahwa asas legalitas telah 

dikenal sejak al-Qur’an diturunkan (sekitar abad VII Masehi). Dapat 

disimpulkan bahwa asas legalitas ini praktiknya telah diterapkan sejak 

masa Nabi saw. masih hidup.4 3 

                                                           
4 1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2004), 130.  
4 2 Muhammad Tahmid Nur, Hukum pidana ideal…, 134. 
4 3 Ibid., 134-135. 
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Pada dasarnya asas legalitas hukum pidana Islam mengandung dua 

aspek, yakni: dari segi aspek ketentuan jenis-jenis tindak pidana dan dari 

segi aspek ketentuan pidananya . 

Pertama dari segi ketentuan jenis-jenis tindak pidana, di dalam 

jarimah hudud dan qishash-diyat, syariat telah mengatur dan menjelaskan 

secara jelas jenis-jenis perbuatan apa saja yang harus di jatuhi hukuma. 

Sedangkan di dalam jarimah ta’zi>r, syariat hanya menyebutkan secara 

umum bagi suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena 

dianggap melakukan kejahatan dan dapat merusak kemaslahatan manusia. 

Kedua, dari ketentuan sanksi pidana, di dalam jarimah hudud dan 

qishash-diyat, telah menentukan jenis pidananya secara jelas dan rinci 

meskipun dengan persyaratan yang ketat juga, Karena jarimah ini sangat 

sensitif terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Sedangkan untuk aturan 

di dalam jarimah ta’zi>r, ketentuan sanksi pidananya lebih bersifat 

alternatif atau bergantung pada kecenderungan hakim dalam memilihnya. 

Dan untuk syarat-syarat penjatuhan hukumannya lebih longgar tidak 

seketat hudud dan qishash. Selama hakim meyakini bahwa perbuatan 

pidana tersebut harus di jatuhi hukuman demi kepentingan umum.4 4 

  

                                                           
4 4 Muhammad Tahmid Nur, Hukum pidana ideal…, 135-136. 
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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

MUARA ENIM NOMOR: 275/Pid.Sus/2019/PN.Mre TENTANG SANKSI 

TINDAK PIDANA SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA 

GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU 

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Muara Enim 

Pengadilan Negeri Muara Enim sebelum pada tahun 2004 berada 

dibawah departemen Hukum dan HAM dan Baru sejak diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maka seluruh 

peradilan yang berada diseluruh wilayah Indonesia berada satu atap di 

bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.4 5 

 Pengadilan Negeri Muara Enim terletak di Jl. Jendral Ahmad 

Yani No. 17 A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten 

Muara Enim, Sumatera Selatan. Wilayah hukum pengadilan negeri muara 

enim ialah meliputi: kabupaten muara enim dan kabupaten pali.4 6 

B. Deskripsi Kasus 

1. Identitas pihak 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre, tentang tindak pidana sebagai perantara 

dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu. Putusan ini 

                                                           
4 5 https://www.pn-muaraenim.go.id Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 31 bulan Mei Tahun 2020 

Pada Jam 19:08 WIB. 
4 6 https://youtu.be/KDoSKxIQ2AE Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2020 

Pada Jam 19:20 WIB 

https://www.pn-muaraenim.go.id/
https://youtu.be/KDoSKxIQ2AE
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dijatuhkan kepada terdakwa Imam Suranto  alias Yanto Bin Sopian, 

Imam Suranto merupakan seorang laki-laki berkebangsaan warga 

Negara Indonesia yang lahir di Pendopo pada Tanggal 17 Bulan Maret 

Tahun 1970, terdakwa tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan 

Mas Kabupaten Muara Enim, beragama Islam dan pekerjaannya 

adalah Wiraswasta.4 7 

2. Kronologi kasus 

Berawal pada hari rabu tanggal 16 januari 2019 sekitar pukul 

16:00 WIB, ketika terdakwa Imam Suranto Als Yanto Bin Sopian 

sedang berada di pinggir sungai Aur lalu datang saksi Rendi Karyo 

Bin Rismi Sopan (dalam berkas terpisah) ke kontrakan terdakwa yang 

bertempat di jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim 

untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa, Setelah 

bertemu dengan saksi Rendi Karyo lalu terdakwa mengajak saksi 

Rendi Karyo untuk masuk ke kontrakan terdakwa, setelah itu sanksi 

Rendi Karyo memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima 

puluh ribu rupiah) dan berkata “mana barang sama alatnya?” Lalu di 

jawab oleh terdakwa “iyo, Aku ambek” setelah itu terdakwa 

mengambil narkotika dan alat hisap yang diletakkan terdakwa di 

dekat tempat pembuangan sampah yang berjarak 3 (tiga) meter dari 

kontrtrakan terdakwa. Lalu setelah selesai diambil, Narkotika dan alat 

hisabnya tersebut di berikan kepada saksi Rendi Karyo, Kemudian 

                                                           
4 7 Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2009/Pn.Mre, 1. 
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saksi Rendi Karyo merakit alat hisab sabu (bong) tersebut dan 

meraciknya dengan sabu-sabu. Setelah selesai merakit alat hisab dan 

meracik sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Rendi Karyo 

menghisab narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Tidak 

lama setelah itu, sekitar pukul 16:30 WIB datang saksi Jaya Bakti 

Binti Umroni dan Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (keduanya 

dalam berkas terpisah) untuk menumpang mandi kepada istri 

terdakwa yang bernama Dian Kartika. Lalu terdakwa dan saksi Rendi 

Karyo menawarkan kepada saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli 

Yulianti untuk bergabung bersama-sama menghisab Narkotika jenis 

sabu tersebut. Dan pada akhirnya saksi Jaya Bakti dan saksi Nona 

Yuli Yulianti juga ikut bergabung untuk menghisab narkotika jenis 

sabu secara bergantian. 

Sekitar pukul 17:00 WIB saat terdakwa bersama saksi Rendi 

Karyo, saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yulianti sedang 

mengkonsumsi narkoyika jenis sabu tersebut, datang pihak kepolisian 

dari satnarkoba polres muara enim yakni, saksi Dedi Kurniawan bin 

Tanzil, saksi Delta Aprianto bin Khotib dan saksi Yogi Surya Pratama 

bin Jutawani ke kontrakan terdakwa yang mana sebeumnya sudah 

mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kontrakan 

terdakwa tersebut yang berada di Jalan Durian Kelurahan Pasar II 

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering digunakan 

untuk pesta narkoba. Sehingga para saksi langsung melakuakan 
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penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-

temannya dikontrakan terdakwa tersebut.4 8 

3. Pembuktian 

a. Keterangam saksi-saksi 

1. Dedi Kurniawan menerangkan: 

Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa 

Imam Suranto dan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 16 

januari 2019 sekitar pukul 17:00 WIB di temukan barang bukti 

berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong 

dan 2 (dua) buah HP merek Samsung di ruang tengah di lantai 

dekat dengan terdakwa dan teman-temannya, yang masing-

masing milik terdakwa dan saksi Rendi Karyo. Terdakwa 

Imam Suranto mengaku bahwa sebelumnya terdakwa di telpon 

saksi Rendi karyo minta tolong untuk di belikan narkotika 

jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa juga mengaku bahwa 

terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr, 

Iis dengan membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima 

puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rendi 

Karyo yang diantar langsung oleh sdr, Iis ke kontrakan 

terdakwa. Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk 

menggunakan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut. 

 

                                                           
4 8 Putusan pengadilan negeri muara enim nomor: 275/pid.sus/2009/pn.mre, 4-5. 
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2. Delta Aprianto menerangkan: 

Ketika melakuan penangkapan terhadap terdakwa imam 

suranto karena menggunakan dan menguasai narkotika jenis 

sabu-sabu di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat 

di jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim 

Kabupaten Muara Enim pada hari rabu 16 januari 2019 pukul 

17:00 WIB di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket 

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong dan  2 (dua) buah HP 

samsung yang terletak di lantai dekat terdakwa dan teman-

temannya, yang masing-masing milik terdakwa dan saksi 

Rendi Karyo. Terdakwa Imam Suranto mengaku bahwa 

terdakwa sebelumnya di telpon oleh saksi Rendi Karyo untuk 

di belikan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa juga 

megaku bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari 

sdr, Iis dengan di beli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu 

rupiah) dengan menggunakan uang Rendi Karyo yang diantar 

langsung oleh sdr, Iis ke kontrakan terdakwa. Terdakwa juga 

tidak memiliki ijin umtuk menggunakan dan menguasai 

narkotika jenis sabu. 

3. Yogi Surya Pratama menerangkan: 

Pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan 

penangkapan terhadap terdakwa Imam Suranto karena 

memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di rumah 
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kontrakan terdakwa di jalan durian kelurahan pasar II 

kecamatan muara enim kabupaten muara enim pada hari rabu 

tanggal 16 januari 2019 sekitar pukul 17:00 WIB di temukan 

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 

(satu) buah bong dan 2 (dua) HP merek Samsung yang 

ditemukan di lantai dekat denag terdakwa dan teman-

temannya, yang masing-masing milik terdakwa dan saksi 

Rendi Karyo. Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya saksi 

rendi karyo menelpon untuk di belikan narkotika jenis sabu. 

Terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa mendapatkan 

narkotika jenis sabu tersebut dari sdr, Iis dengan membelinya 

seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan 

menggunakan uang Rendi Karyo yang di antar langsung oleh 

sdr, Iis ke kontrakan terdakwa. Terdakwa juga tidak memiliki 

ijin menggunakan dan menguasai narkotika jenis sabu.4 9 

b. Keterangan terdakwa 

Terdakwa Imam Suranto mengaku bahwa terdakwa di 

tangkap bersama teman-temannya di kontrakan terdakwa di Jalan 

Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten 

Muara Enim Kecamatan Muara Enim sebelum pada hari rabu 

tanggal 16 januari 2019 sekitar pukul 17:00 WIB karena 

menggunakan dan menguasai narkotika jenis sabu. Terdakwa 

                                                           
4 9 Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre. 10-13. 
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mengaku bahwa sebelumnya saksi tendi menelpon terdakwa untuk 

di belikan narkotika jenis sabu yang kemudian ia mendapatkan 

narkotika jenis sabu tersebut dari sdr, Iis yang di belinya 

menggunakan uang Rendi Karyo seharga Ro. 350.000,- (tiga ratus 

ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut diantarkan langsung 

oleh sdr, Iis ke kontrakan terdakwa. 

Setelah narkoba jenis sabu-sabu itu sudah datang terdakwa 

menelpon saksi Rendi Karyo untuk datang kekontrakan terdakwa. 

Setelah saksi Rendi Karyo datang, terdakwa dan saksi Rendi 

Karyo menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara 

bergantian. Tidak lama setelah itu saksi Jaya Bakti dan saksi Noni 

Yuli Yulianti datang untuk menumpang mandi ke istri terdakwa 

yang bernama Diana Kartika. Setelah selesai mandi keduanya di 

ajak terdakwa dan saksi Rendi Karyo untuk ikut bergabung 

menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, awalnya saksi Jaya 

Bakti dan Noni Yuli Yulianti tidak mau karena tidak kenal dengan 

terdakwa dan saksi Rendi Karyo, akan tetapi pada akhirnya 

keduanya ikut bergabung dan menggunakan narkotika jenis sabu 

tersebut. 

Tidak lama setelah mereka menggunakan narkotika jenis 

sabu secara bersama-sama, datang polisi untuk melakukan 

penangkapan. Saat terdakwa melakuakan tes urin hasilnya positif 
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mengandung mentafetamiana, namun terdakwa tidak mengetahui 

mengapa hasil tes urin itu tidak di lampirkan di berkas perkara.5 0 

c. Barang bukti 

Berdasarkan penangkapan dan penggeledahan tersebut 

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis 

sabu-sabu dengan berat netto 0,005 gram di dekat saksi Rendi 

Karyo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terletak di lantai, 

1 (satu) unit hp Samsung warna hitam milik saksi Rendi Karyo 

dan 1 (satu) unit hp Samsung warna putih milik terdakwa. 

Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi Rendi 

Karyo yang di beli dari terdakwa. 

C. Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan 

persidangan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu 

dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang 

Yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang 

sebagai sabjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas 

kesalahan perbuatan yang telah dilakukan atau setiap orang yang 

di dakwa sebagai pelaku tindak pidana. 

                                                           
5 0 Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Mre. 14-15. 
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Penuntut umum telah mendatangkan terdakwa imam Imam 

Suranto ke persidangan yang identitasnya telah tercantum dalam 

surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa 

selama persidangan berlangsung dalam keadaan baik secara fisik 

dan secara kejiwaan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatnnya sebagai subjek hukum. 

Selama proses persidangan berlangsung, hakim tidak 

melihat adanya kemungkinan kekeliruan (error in person) sebagai 

subjek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana yang sedang 

diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur pertama 

barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

terpenuhi. 

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan atau menerima 

Tanpa hak ialah tidak memiliki ijin atau kewenangan 

untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan yang di maksud 

dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan undang-undang atau aturan yang berlaku maka, perbuatan 

tersebut dilarang. 

Terdakwa Imam Suranto telah mengaku bahwa terdakwa 

sebelumnya di telpon oleh saksi Rendi Karyo untuk dibelikan 

narkotika jenis sabu dan terdakwa memperoleh narkotika jenis 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

 
 

sabu tersebut di dapat dari sdr, Iis dengan membelinya seharga Rp. 

350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung 

diantarkan kerumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan 

uang saksi Rendi Karyo. Selain itu terdakwa Imam Suranto dan 

rendi karyo juga menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi 

Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yulianti. 

Dengan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil 

narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan barang 

bukti dari perum pengadilan dengan berita acara penimbangan 

nomor 22/10520.00/2019 dengan berat bruto/kotor 0,17 (nol koma 

tujuh belas) gram. 

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum 

Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa 

Sabu-Sabu telah terpenuhi. 

3. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman 

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris 

kriminalistik forensic No.Lab: 205/NNF/2019 pada tanggal 23 

januari 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) 

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 

netto keseluruhan 0,005 (nol koma nolnol lima) gram dengan 

kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfitamina 

yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 
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peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam 

lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika. Maka dengan demikian unsur yang ketiga yakni 

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah 

terpenuhi. 

Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu 

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik 

sebagai alasan pembenar atau pemaaf. Maka sudah semestinya 

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah 

terdakwa lakukan dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana yang selayaknya.5 1 

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutus atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

ialah Hal-hal yang memberatkan dan Meringankan terdakwa yakni 

sebagai berikut: 

1. Keadaan yang memberatkan: 

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan usaha 

pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. 

Maka dengan ini sudah jelas bahwa perbuatan yang 

telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang 

                                                           
5 1 Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Mre. 17-21. 
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bertentangan dengan usaha pemerintah yang mana dengan cara 

terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika sekaligus 

sebagai pengguna. 

2. Keadaan yang meringankan: 

a. Dalam proses persidangan terdakwa tidak berbelit-belit 

b. Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah terdakwa 

lakukan 

c. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.5 2 

D. Dasar Hukum 

Dasar hukum hakim sebelum memutus perkara atau menjatuhkan 

hukuman kepada terdakwa pada Pengadilan Negeri Muara Enim No. 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre ada pada tiga pasal yang terdapat dalam 

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia no. 35 tahun 

2009 tentang narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: 

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

 

2. Pasal 116 ayat (1) undang-undang republik indonesia no. 35 tahun 

2009 tentang narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: 

                                                           
5 2 Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/PN.Mre. 27. 
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“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 

narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika 

golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah).” 

 

3. Pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia no. 35 tahun 

2009 tentang narkotika, yaitu sebagai berikut: 

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I 

bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”5 3 

 

Dari ketiga pasal tersebut yang digunakan untuk memutus atau 

menjatuhkan hukuman dalam putusan pengadilan negeri muara enim 

nomor: 275/pid.sus/2019/pn.mre tentang pelaku tindak pidana sebagai 

perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu 

merupakan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. 

E. Amar Putusan 

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim 

Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre 

pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Imam Suranto als Yanto bin Sopian, telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli 

                                                           
5 3 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 
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Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagai 

dakwaan primer. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak di bayar 

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 

0,17 gram (nol koma tujuh belas) 

- 1 (satu) alat hisap (bong) 

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam 

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih 

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah).5 4 

  

                                                           
5 4 Amar Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/PN.Mre. 27. 
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BAB IV 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAI PERANTARA 

JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU DALAM 

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara 

Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana 

Sebagai Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu 

Masalah narkotika merupakan masalah yang sejak lama sudah ada 

akan tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan 

perkembangan bagi setiap bangsa. Tindak pidana narkotika ini sudah 

tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan sekarang 

sudang dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa takut yang dilakukan 

oleh pemakai maupun pengedar dalam mengedarkan narkoba. 5 5 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik 

sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang5 6 

                                                           
5 5 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: deepublish, 2017), 2. 
5 6 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa inggris di kenal 

dengan istilah narcotic yangmana merupakan semua jenis obat yang 

mempunyai efek kerja sebagai berikut: 

1. Membius, menurunkan tingkat kesadaran pada seseorang  

2. Merangsang, meningkatkan semangat kegiatan 

3. Ketagihan atau ketergantungan untuk terus menggunakan 

4. Menimbulkan daya halusinasi atau berhayal 

Zat ini dapat di golongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika 

dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. 

Narkotika dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan bersifat 

alami, yaitu semua bahan obat seperti opiate, cocaine, dan ganja. 

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika dalam arti luas adalah semua 

zat atau bahan yang bersifat alami dan sintesis (buatan), yaitu semua 

bahan obat-obatan yang berasal dari papaver somniferum (opium, candu, 

morpin, heroin, dsb), eryth roxylon (cocain), cannabis sativa (ganja), 

golongan obat penenang, dan golongan obat perangsang, golongan obat 

pemicu khayalan.5 7 

Pemerintah pada saat ini gencar memerangi penyalahguna 

narkotika dan pada saat ini penyalaguna narkotika sudah sampai pada 

tingkat yang menghawatirkan. Mulai dari anak sekolah, orang dewasa, 

hingga pegawai pemerintah, baik orang miskin maupun orang kaya bisa 

menjadi pelaku penyalahguna narkotika. Awalnya narkotika digunakan 

                                                           
5 7 Ummu Alifia, Apa Itu Narkotika Dan Napza?,  (Semarang: ALPRIN, 2010), 5-7 
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untuk kepentingan umat manusia, khususnya dalam bidang pengobatan 

dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, 

narkotika mengalami perluasan kegunaan hingga kepada hal yang 

negatif.5 8 

Permasalahan narkotika ini merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan secara 

komprehensif yang mana penanganan tersebut harus melibatkan 

kerjasama multi displiner, multi sector dan peran seluruh masyarakat 

secara aktif yang mana dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen 

serta secara konsisten.5 9 

Pemerintah telah sejak lama telah melakukan berbagai upaya 

dalam usaha menanggulangi masalah penyalahguna dan peredaran gelap 

narkotika yaitu sebagai berikut: 

1. Membentuk koordinasi pelaksana intruksi presiden nomor 6 

tahun 1971 yaitu badan nasional yang khusus menangani 

masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang 

2. Mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang 

pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang 

mengubahnya 

3. Mengeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang 

narkotika. 

                                                           
5 8 Dahlan, Problematika Keadilan alam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika 

(Yogyakarta: deepublish, 2017), 42. 
5 9 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya….. 3. 
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4. Mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang 

kesehatan 

5. Mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 1996 tentang 

pengesahan konvensi psikotropika tahun 1971 

6.  Mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 

7. Mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 

8. Mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang 

pengesahan konvensi perserikatan bagsa-bangsa tentang 

pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 

tahun 1988 

9. Mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika. 

Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 

narkotika, membawa nuansa, paradigma dan harapan baru karena undang-

undang ini dianggap memiliki perbedaan dalam penanganan kasus 

narkotika. Undang-undang ini tidak lagi melulu berpatokan pada 

penjatuhan hukuman kepada penyalahguna narkotika yang ternyata 

selama ini dirasa kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi 

kejahatan narkotika.6 0 

Dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre Perbuatan yang 

telah dilakukan oleh terdakwa Imam Suranto alias Yanto Bin Sopian 

merupakan perbuatan melawan hukum yang harus menerima hukuman 

                                                           
6 0 Dahlan, Problematika Keadilan ………. 43. 
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atas perbuatannya, yakni kejahatan sebagai perantara dalam jual beli 

narkotika golongan I berupa sabu-sabu. Yang mana perbuatan tersebut 

telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: 

“Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerhkan narkotika 

golongan I, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.  

 

Dalam kasus ini hakim memutus dengan menjatuhkan pidana 

penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Didalam putusan 

tersebut jelas bahwa hakim telah memutus perkara tersebut di bawah 

batas minimum pidana penjara yang telah ditentukan sehingga tidak 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas selain tidak sesuai dangan undang-

undang, hal tersebut juga bertentangan dengan asas legalitas. Yang  

dimaksud dengan asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) ialah suatu 

perbuata tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada dan apabila sudah ada 

peraturannya, maka harus di taati. Sedangkan dalam putusan tersebut 
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hakim telah menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum 

undang-undang yang telah ada. 

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka sudah 

semestinya kejahatan narkotika penanganannya harus dilakukan secara 

serius, yaitu salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana 

minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tujuan 

untuk menimbulkan efek jera. Oleh karena itu dapat disimbulkan bahwa 

tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu untuk menimbulkan 

efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, 

prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik 

dalam bentuk pidana minimum khusus.6 1 

Selain mengatur ancaman pidana minimum khusus atas jenis 

hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika yakni pidana penjara dan pidana denda. Undang-undang nomor 

35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur subjek hukum atau 

pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi ancaman pidana minimum, yang 

mana salah satunya adalah orang (setiap orang), hal ini sebagaimana yang 

terdapat didalam bunyi pasal-pasal yang ada diketentuan pidana undang-

undang narkotika itu sendiri. Di dalam undang-undang nomor 35 tahun 

2009 tentang narkotika tidak memberikan ketentuan secara khusus 

mengenai siapa saja yang dimaksud dengan setiap orang, dengan 

                                                           
6 1 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap… 66. 
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demikian setiap orang disini dapat diartikan orang, baik anak-anak 

maupun orang dewasa. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada 

setiap orang yang melanggar pasal-pasal yang terdapat pada undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan ketentuan 

ancaman pidana minimum tersebut.6 2 

Majelis hakim menyatakan bersalah karena Perbuatan pidana yang 

telah dilakukan oleh terdakwa Imam Suranto alias Yanto Bin Sopian 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika yang terdapat dalam 

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni sebagai 

berikut: 

Pertama, unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dengan setiap 

orang adalah adanya subjek hukum dan yang bisa dijadikan sabjek hukum 

adalah orang. 

Kedua, unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Hukum 

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi 

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan” yang dimaksud 

dengan tanpa hak melawan hukum adalah adanya perbuatan yang telah 

dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang telah dilarang yang 

dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum, baik 

melawan hukum formal maupun melawan hukum materiil. 

Ketiga, unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan 

Tanaman” narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk 

                                                           
6 2 Ibid., 68. 
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kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 

dalam kasus ini tersangka menyalahgunakan narkotika untuk menjadi 

perantara dalam jual beli dan untuk di gunakan. 

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan. Perbutan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan 

perbuatan yang tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas 

peredaran narkotika. Maka sudah seharusnya hal tersebut menjadi 

pertimbangan hakim dalam memperberat hukuman terdakwa agar 

memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terdakwa dan membuat 

terdakwa tidak berdaya, sehingga tidak sampai terjadi lagi dalam 

masyarakat. 

Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa adalah 

terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa menyesali 

perbuatan yang telah dilakukan, dan terdakwa juga sebelumnya belum 

pernah di hukum. Dalam hal ini terdakwa mengikuti jalannya persidangan 

dengan baik dan tidak berbelit-belit saat ditanya oleh majelis hakim, 

Selain itu terdakwa juga telah mengakui sekaligus menyesali semua 

perbuatannya Sehingga memperlancar jalannya persidangan.  

Dari hal-hal yang telah di paparkan diatas, maka sudah seharusnya 

majelis hakim bukan hanya mengacu atau melihat pada hal-hal yang 

meringankan saja melainkan seharusnya juga harus mengacu pada hal-hal 

yang memberatkan hukuman dan juga harus mengacu pada akibat yang 
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ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli 

narkotika sekaligus pengguna. Kemudian juga seharusnya mengacu pada 

tujuan hukuman itu sendiri, yakni memperbaiki pribadi tepidana dan 

memberikan efek jera agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang 

lain. Dengan memberikan hukuman dibawah batas minimal hukuman 

penjara, maka sudah pasti dengan hukuman tersebut tidak memberikan 

efek jera kepada terdakwa karena hukuman tersebut telah diputus  jauh 

dari batas minimal hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana menjadi 

perantara dalam jual beli narkotika sekaligus sebagai pengguna narkotika. 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana Sebagai 

Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu  

Dalam syariat Islam khamr telah di haramkan sejak empat belas 

abad yang lalu dan hal ini memberikan penghaargaan bagi umat islam 

terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus 

dipelihara dengan sangat baik dan pada zaman sekarang baik orang Islam 

maupun non Islam mulai menyadari manfaat dari di haramkannya khamr 

setelah terbukti bahwa khamr dan narkotika membawa keburukan bagi 

diri sendiri, masyarakat sekitar dan bangsa.6 3 

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna 

narkotika, maupun korban penyalah guna narkotika. Hukum Islam 

                                                           
6 3 A. Djazuli, fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan… 95. 
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cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai penyalah guna 

narkotika, kecuali jika seseorang tersebut benar-benar di paksa orang lain 

untuk mengkonsumsi narkotika. Dalam al-Qu’ran maupun hadis tidak 

ditemukan istilah narkotika atau obat-obat/zat yang seperti narkotika. 

Akan tetapi di dalam al-Qur’an dan hadis mengatur dengan jelas prinsip-

prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil 

pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian 

ilmu ushul fiqh bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-

Qur’an maupun hadis, maka bisa diselesikan dengan melalui metode 

analogi atau qiyas. Status hukum narkotika dalam hukum islam dapat 

diqiyaskan dengan status hukum khamr yang sudah di jelaskan dalam al-

Qur’an  dan hadis. 

Status hukum khamr jelas haram sehingga bisa dijadikan dasar 

dalam mencari status hukum narkotika yang mengandung ‘illat yang 

sama yakni memabukkan serta dapat menghilangkan normal akal pikiran, 

meskipun narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya. Denag 

demikian, penyamaan atara khamr dan narkotika merupakan qiyas aula. 

Selain berdasarkan qiyas, keharaman penyalahgunaan narkotika 

juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Quran sebagai 

berikut: 

1. QS. Al-A’raf ayat 157 yang berbunyi sebagai berikut: 

ي   م  لطَّي  ب ت  و  لُّ ل ه  ي ح  ب ئ ث  و  م  لْخ  ل يْه  م  ع  ر   ح   
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“dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan 

bagi mereka segala yang buruk” 

2. QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut; 

يْك مْ إ ل ى التَّهْل ك ة   لا ت لْق واب أ يْد   و 

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam 

kebinasaan” 

 

3. QS. An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut: 

ا يْم  ح  لا ت قْت ل وْاأ نْف س ك مْ إ نَّ لله  ك ان  ب ك مْ ر   و 

“dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah maha penyayang kepadamu” 

 

Sanksi hukuman bagi pelau tindak pidana narkotika menurut Ibnu 

Taimiyah sebagaimana dikutip dari mardani, menjelaskan bhwa sanksi 

bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah had sama seperti sanksi bagi 

peminum khamr. Sedangkan menurut pendapat ulama lain seperti Wabah 

Al-Zuhaily, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika ialah ta’zi>r. Beliau 

menjelaskan bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah 

dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena 

jelas-jelas bahayanya. Penyalah guna narkotika baik menggunakan sedikit 

maupun banyak dikenai sanksi ta’zi>r. 

Wabah al-zuhaily menetapkan sanksi ta’zi>r bagi pelaku tindak 

pidana narkotika dengan alasan karena pada masa Nabi Muhammad saw., 

narkotika tidak ada, selain itu narkotika lebih berbahaya dari pada khamr 

dan juga narkotika tidak diminum seperti halnya khamr. Dengan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 
 

 
 

demikian, hukuman badi pelaku tindak pidana narkotika adalah ta’zi>r 

yang diserahkan keputusannya kepada pemerintah atau penguasa Negara 

(ulil amri). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama 

bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah 

haram dan harus dikenai sanksi pidana. Hanya saja jenis sanksi pidana 

tersebut masih di perselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat 

bahwa hukumannya adalah hukuman hadd dan ada juga yang berpendapat 

bahwa hukumannya adalah ta’zi>r. Dengan demikian, dari kedua pendapat 

tersebut yang paling sesuai dengan undang-undang no.35 tahun 2009 

tentang narkotika adalaha sanksi ta’zi>r. Karena sanksi takzi>r lebih 

diserahkan kepada penguasa atau hakim.6 4 

Pada dasarnya tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum 

pidana Islam ialah:  

1. pencegahan, yang dimaksud pencegahan adalah menahan 

seseorang untuk berbuat jarimah agar tidak mengulangi atau terus-

menerus melakukan jarimah. 

2. Perbaikan dan pendidikan, tujuan ini adalah untuk mendidik 

pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi lagi 

perbuatannya.6 5 

                                                           
6 4 Vivi Ariyanti, “kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana indonesia 

dan hukum pidana islam”, al-manahij, Vol. XI, No. 2, (Desember, 2017), 256-258. 
6 5 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam… 127-128. 
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selain tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam. Hukuman 

pada setiap kejahatan harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Hukuman harus memiliki dasar syar’i 

Hukuman bisa dianggap mempunyai dasar syar’i apabila 

hukuman tersebut didasarkan pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, atau 

undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang 

(ulil amri) seperti halnya dalam hukuman ta’zi>r. 

2. Hukuman harus bersifat pribadi 

Hukuman yang disyaratkan harus bersifat pribadi. 

Maksudnya adalah hukuman tersebut itu hanya dapat dikenakan 

kepada pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, karena 

pertanggung jawaban pidana hanya bisa di laksanakan oleh pelaku 

tindak pidana atau pelaku kejahatan saja, dan orang lain tidak 

boleh di libatkan dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

seseorang tersebut. 

3. Hukuman harus berlaku umum 

Hukuman harus berlaku umum maksudnya adalah hukuman 

tersebut harus berlaku untuk semua orang tanpa memandang 

adanya pangkat, jabatan, status, serta kedudukan seseorang 

tersebut.6 6 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dilaksanakannya hukuman adalah untuk melindungi dan mencegah 

                                                           
6 6 Ibid., 131-132. 
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masyarakat berbuat kejahatan dan memberi efek jera bagi yang telah 

melakukan kejahatan. Sebelum melakukan hukuman, maka hukuman 

harus memenuhi syarat-syarat hukuman. Jadi, dilihat dari keputusan 

majelis hakim dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre yang 

memberikan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana 

denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka, maka diganti dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang mana hukuman tersebut terlalu 

ringan untuk pengguna dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika 

selain itu juga tidak sesuai dengan pasal yang digunakan oleh hakim 

untuk menjatuhkan hukuman yakni, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu sebab akibat dari 

Narkotika bagi kehidupan manusia sangatlah membahayakan. Dalam 

hukum Islam narkotika disamakan dengan khamr karena sama-sama 

memabukkan akan tetapi bahaya dari narkotika jauh lebih besar dari pada 

khamr, bahkan dalam hukum Islam majelis ulama indonesia (MUI) 

mengajukan agar memberikan hukuman ta’zi>r seberat-beratnya bagi 

penjual, pengedar, penyelundup, perantara dan kepada para aparat 

pemerintahan yang melindungi produsen dan pengedar narkotika, bahkan 

bila perlu hukuman mati. Akan tetapi dalam kasus ini kejahatan perantara 

dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan 

berulang kali, sehingga dalam hukum Islam tidak mungkin dujatuhi 

hukuman mati, akan tetapi juga hukumannya tidak diringankan melainkan 
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harusnya diberikan hukuman yang mendidik dan memberikan efek jera 

agar tidak lagi melakukan kejahatan tesebut. Seharusnya hukumannya 

disesuaikan dengan hukuman ta’zi>r yang telah ditentukan dalam Pasal 

114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 

275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre tentang tindak pidana sebagai perantara jual 

beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu, yakni pelaku dijatuhi 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 

Dengan demikian, hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak 

sesuai dengan asas legalitas karena hakim memutus pidana penjara 

dibawah ketentuan minimum yang telah di tentukan dalam Pasal 114 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang telah dilakukan oleh 

terdakwa di hukumi dengan hukuman ta’zi>r dan yang dapat 

menentukan jumlah atau ukuran hukuman ta’zi>r ialah ketentuan dari 

ulil amri (pemerintah). Di hukumi dengan ta’zi>r karena dalam al-

Qur’an maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai kejahatan 

narkotika baik dalam segi pemakai, penjual maupun menjadi perantara 

jual beli narkotika. Akan tetapi narkotika ini kadarnya di samakan 
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atau di ‘illat kan dengan khamr yang bahkan narkotika ini memiliki 

dampak lebih buruk dari pada khamr. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan 

oleh penulis, maka penelis memberikan saran yang diharapkan berguna 

bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada para penegak hukum khususnya yang berprofesi sebagai 

hakim, sebelum memutus suatu perkara di pengadilan lebih baik harus 

melihat fakta yang ada di dalam persidangan secara keseluruhan dan 

di harapkan harus lebih mempertimbangkan asas legalitas. Hal 

tersebut bertujuan agar majelis hakim lebih bijaksana dalam memutus 

atau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Selain itu diharapkan 

juga dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera 

sehingga terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan 

dapat berdampak yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 

2. Dengan adanya peraturan dalam undang-undang nomor: 35 tahun 

2009 tentang narkotika, penulis berharap agar dengan adanya undang-

undang tersebut dapat menyandarkan masyarakat tentang efek atau 

bahaya dari narkotika bagi kehidupan manusia. Selain itu juga 

seharusnya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memberantas 

tindak pidana narkotika agar tercipta lingkungan yang aman dan 

bersih dari segala hal yang berhubungan dengan kejahatan narkotika. 
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